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Abstract 
Domestic violence or commonly referred to as violence Domestic violence is a huge problemtypical because 
domestic violence occurs at all levels society ranging from low status society to society high status. Restorative 
Justice is an approach to justice that focuses on the needs of victims and perpetrators of crime, and involves 
community participation, rather than implementing the principle of punishing perpetrators accompanied by the 
judge's considerations. So the choice of the title of this thesis is Resolving Crimes of Domestic Violence Based 
on Restorative Justice by the Police. 
Keywords: Domestic Violence, Restorative Justice 

 
Abstrak 

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut sebagai kekerasan  
domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat 

khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan 

masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat 
berstatus tinggi.Restorative Justicemerupakan suatu pendekatan untuk peradilan yangberfokus pada 

kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, serta melibatkan peranserta masyarakat, bukan untuk 
menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim. Sehingga 

pemelihan judul skripsi ini adalah Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Berdasarkan Restorative Justice Oleh Kepolisian. 
KataKunci:KDRT, Restorative Justice 

 

PENDAHULUAN 

Kekerasan dalam rumah tangga 
atau biasa disebut sebagai kekerasan 
domestik (domestic violence) 
merupakan suatu masalah yang 
sangatkhas karena kekerasan dalam 
rumah tangga terjadi pada semua 
lapisanmasyarakat mulai dari 
masyarakat berstatus rendah sampai 
masyarakatberstatus tinggi.Sebagian 
besar korban KDRT adalah 
perempuan danpelakunya biasanya 
suami. 

Kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) yang dulu dianggap mitos 
danpersoalan pribadi (private), kini 
menjadi fakta dan realita dalam 

kehidupan rumah tangga. Dengan 
berlakunya Undang-Undang Nomor 
23Tahun 2004 tentang Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan 
Dalam RumahTangga maka persoalan 
KDRT ini menjadi domain publik. 
Sebagian besarkorban KDRT adalah 
kaum perempuan (istri) dan 
pelakunya adalah suami,walaupun 
ada juga korban justru sebaliknya, 
atau orang-orang yangtersubordinasi 
di dalam rumah tangga itu. Kekerasan 
dalam rumah tangga adalah setiap 
perbuatan yang dilakukan oleh 
seorang suami baik kepada istri,anak, 
maupun individu lain yang termasuk 
dalam keluarga tersebut,yang 
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berakibat timbulnya kesengsaraan 
atau penderitaan secara fisik, 
seksual,psikologis, dan atau 
penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untukmelakukan perbuatan, 
pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secaramelawan hukum 
dalam lingkungan rumah tangga. 

Pelaku atau korban KDRT adalah 
orang yang mempunyai 
hubungan darah, perkawinan, 
persusuan, pengasuhan, perwalian 
dengan suami, dan anak bahkan 
pembantu rumah tangga, tinggal di 
rumah ini.Ironisnya kasus KDRT 
sering ditutup-tutupi oleh si korban 
karena terpaut dengan struktur 
budaya,agama dan sistem hukum 
yang belum dipahami. Diatur dalam 
pasal 2Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004 makna sesungguhnya 
penghapusan kekerasan dalam rumah 
tangga menurut Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2004 adalah 
mencegah segala bentuk kekerasan 
dalam rumah tangga, melindungi 
korban kekerasan dalam rumah 
tangga,menindak pelaku kejahatan 
dalam rumah tangga, memelihara 
rumahtangga yang harmonis dan 
sejahtera yang merupakan 
perwujudan prinsippersamaan hak 
dan penghargaan terhadap martabat 
manusia. 

Restorative Justicemerupakan suatu 
pendekatan untuk peradilan 
yangberfokus pada kebutuhan korban 
dan pelaku kejahatan, serta 
melibatkan peranserta masyarakat, 
bukan untuk menjalankan prinsip 
penghukuman terhadap pelaku 
disertai dengan pertimbangan hakim. 

Setiap orang berhak menerima 
perlindungan atas dirinya pribadi dan 
perlindungan atas keluarga, martabat, 
kehormatan, dan harta benda yang dia 

miliki serta berhak mendapatkan rasa 
nyaman dan perlindungan dari 
berbagai ancaman yang dimana telah 
diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 
1945 amandemen ke dua”. 

Prinsip Restorative Justice 
prosespenyelesaian tindakan 
pelanggaran hukum yang terjadi 
dilakukan denganmembawa korban 
dan pelaku bersama-sama berbicara. 
Restorative Justicemerupakan suatu 
pendekatan untukperadilan yang 
berfokus pada kebutuhanpara korban 
dan pelaku, sertamasyarakat yang 
terlibat, bukan untukmenjalankan 
prinsip penghukumanterhadap 
pelaku. 

 
Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, “kekerasan” dapat 
diartikan dengan hal yang bersifat, 
berciri keras, perbuatan seseorang 
yang menyebabkan cedera atau 
matinya orang lain, atau menyebabkan 
kerusakan fisik.Dengan demikian 
kekerasan merupakan wujud 
perbuatan yang lebih bersifat fisik 
yang mengkibatkan luka, cacat, sakit 
atau unsur yang perlu diperhatikan 
adalah berupa paksaan atau 
ketidakrelaan pihak yang dilukai. 

Keluarga adalah bagian dari 
masyarakat yang peranannya sangat 
penting untuk membentuk 
kebudayaan yang sehat. Dari keluarga 
inilah pendidikan kepada individu 
dimulai dan dari keluarga inilah akan 
tercipta tatanan masyarakat yang baik 
sehingga untuk membangun suatu 
kebudayaan, terutama kebudayaan 
hidup sehat.  

Kekerasan dalam rumah tangga 
yang terjadi antara suami istri 
dilandasi oleh hubungan dalam 
lembaga perkawinan yang diatur oleh 
Kitab Undang- Undang Hukum 
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Perdata dan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan.Kedudukan pelaku dan 
korban yang sedemikian ini 
menyebabkan kekerasan dalam rumah 
tangga masih dipandang sebagai 
bagian hukum privat sehingga 
penyelesaian tindak pidana ini lebih 
sering diarahkan untuk damai atau 
diselesaikan secara internal keluarga. 

Kenyataan ini menyebabkan 
haruslah dipikirkan sebuah cara yang 
melindungi semua orang dalam 
rumah tangga memberikan rasa 
nyaman tanpa mengurangi tindakan-
tindakan yang dapat diambil terhadap 
pelaku kekerasan dalam rumah 
tangga. Kebijakan rasional yang dapat 
diterima oleh semua pihak diperlukan 
dalam penanganan kekerasan ini. 
Perlu dipikirkan cara yang win-win 
solution untuk kasus-kasus kekerasan 
dalam rumah tangga ini. 

Pasal 5 sampai dengan pasal 9 
Undang-Undang No 23 Tahun 2004 
tentang penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga menjelaskan 
pengertian macam-macam kekerasan 
sebagai berikut : 

a. Kekerasan pisik adalah tiap-tiap 
sikap dan perbuatan yang 
mengakibatkan rasa sakit, 
cedera, luka taau cacat pada 
tubuh seseorang, dan atau 
sampai menyebabkan kematian.  

b. Kekerasan pisikis adalah tiap-
tiap sikap dan perbuatan yang 
mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, 
hilangnya kemampuan untuk 
bertindak, rasa tidak berdaya, 
dan atau sampai menderita 
pisikis berat.  

c.  Kekerasan seksual adalah tiap-
tiap sikap dan perbuatan yang 
ditujukan terhadap tubuh atau 

seksualitas seseorang untuk 
tujuan merendahkan martabat 
serta integritas tubuh atau 
seksualitasnya, yang 
berdampak secara pisik 
maupun pisikis.  

d.  Kekerasan ekonomi adalah tiap-
tiap sikap dan perbuatan yang 
mengakibatkan kerugian secara 
ekonomi dan atau menciptakan 
ketergantungan ekonomi serta 
yang 
mengakibatkanberkurangnya, 
terbatasnya, dan atau tiadanya 
akses, kontrol serta partisipasi 
berkenaan dengan sumber-
sumber ekonomi. 

Kekerasan (violence) menurut para 
ahli disebut sedemikian rupa tindakan 
yang mengakibatkan terjadinya 
kerusakan baik fisik ataupun pisikis 
adalah kekerasan yang bertentangan 
dengan hukum.Dalam pandangan 
klasik suatu tindak kekerasan 
(violence) menunjukkan kepada 
tingkah laku yang pertama-tama harus 
bertentangan dengan undang-undang, 
baik berupa ancaman saja maupun 
sudah merupakan tindakan nyata dan 
memiliki akibat-akibat kerusakan 
terhadap harta benda atau pisik atau 
dapat mengakibatkan kematian pada 
seseorang. 

Kekerasan dalam rumah tangga 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan 
bahwa setiapperbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang 
mengakibatkan timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara 
fisik, seksual, psikologis, dan/atau 
penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan 
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kemerdekaan secara melawan hukum 
dalam lingkup rumah tangga. 

Kekerasan pada dasarnya adalah 
tindakan agresif yang dapat dilakukan 
oleh setiap orang.Misalnya tindakan 
memukul, menusuk, menendang, 
menampar, meninju, mengigit, 
semuanya itu adalah contoh dari pada 
bentuk-bentuk kekerasan. Disamping 
hal-hal itu juga, kadang-kadang 
kekerasan merupakan tindakan yang 
normal, namun tindakan yang sama 
pada suatu situasi yang berbeda akan 
disebut penyimpangan. 

Sebagian besar korban KDRT 
adalah kaum perempuan (istri) dan 
pelakunya adalah suami, walaupun 
ada juga korban justru sebaliknya, 
atau orang-orang yang tersubordinasi 
di dalam rumah tangga itu.Pelaku 
atau korban KDRT adalah orang yang 
mempunyai hubungan darah, 
perkawinan, persusuan, pengasuhan, 
perwalian dengan suami, dan anak 
bahkan pembantu rumah tangga, 
tinggal dirumah ini. 

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil 
Anwar diartikan sebagai berikut: 
“penggunaan kekuatan fisik dan 
kekuasaan, ancaman atau tindakan 
terhadap diri sendiri, perorangan atau 
sekelompok orang atau masyarakat 
yang mengakibatkan memar atau 
trauma, kematian, kerugian 
psikologis, kelainan perkembangan 
atau perampasan hak”. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode 
penelitian normatif.Penelitian hukum 
normatif atau penilitian perpustakaan 
inimerupakan penelitian yang 
mengkaji studi dokumen.Sifat 
penelitian yang digunakan adalahsifat 
penelitian deskriptif, dimana sifat 

penelitian ini mengungkapkan 
peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan teori-teori 
hukumsebagai objek 
penelitian.Demikian juga hukum 
dalam pelaksanaannya didalam 
masyarakat yang berkenaan dengan 
objek penelitian. 

Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sumber data 
primer dan sekunder.Oleh karena itu 
data sekunder yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah terdiri dari: 

 
a. Bahan hukum primer yaitu 

bahan-bahan hukum yang 
mengikat dan mencakup 
peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan 
masalah yang akan diteliti 
seperti: UU nomor 11 tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, UU nomor 23 
tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga dan 
Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. 

b. Bahan hukum sekunder yaitu 
bahan hukum yang 
berkaitandengan bahan 
hukum primer seperti Putusan 
Pengadilan, hasil 
karya ilmiah para sarjana, 
hasil-hasil penelitian yang 
berhubungan dengan 
Pertanggungjawaban Pidana. 

c. Bahan hukum tersier yaitu 
bahan-bahan yang memberi 
petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum 
primermaupun sekunder 
seperti kamus-kamus hukum, 
ensiklopedia, dan 
sebagainya. 
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Data yang diperoleh melalui 
penelitian tersebut selanjutnya 
dipilah-pilah guna memperoleh 
undang-undang yang berisi tindakan 
hukum, kemudian dihubungkan 
dengan permasalahan yang sedang 
dihadapi dan disistematisasikan, 
sehingga menghasilkan klarifikasi 
yang selaras dengan permasalahan 
dalam penelitian ini. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A.  Konsep Restorative Justice Dalam 

Penyelesaian Tindak Pidana 
KDRT 

Tujuan utama dari restorative 
justice itu sendiri adalah pencapaian 
keadilanyang seadil-adilnya terutama 
bagi semua pihak yang terlibat 
didalamnya, dan tidak sekedar 
mengedepankan penghukuman. 
Impelementasi restorative justice 
dalam Sistem Peradilan Pidana adalah 
sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 
2000 
tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang 
Penggunaan Program-Program 
KeadilanRestoratif dalam 
Permasalahan-Permasalahan Pidana. 
Model hukuman restoratif 
diperkenalkan karena sistem peradilan 
pidana dan pemidanaan yang 
sekarang berlaku menimbulkan 
masalah.Dalam system kepenjaraan 
sekarang tujuan pemberian hukuman 
adalah penjeraan, balas dendam, dan 
pemberian derita sebagai konsekuensi 
perbuatannya.Indikator 
penghukuman diukur dari sejauh 
mana narapidana (napi) tunduk pada 
peraturan penjara.Jadi, 
pendekatannyalebih ke keamanan 
(security approach).Selain 
pemenjaraan yang membawa 
akibat bagi keluaga napi, sistem yang 
berlaku sekarang dinilai tidak 

melegakanatau menyembuhkan 
korban. Apalagi proses hukumnya 
memakan waktu lama.Dalam 
penyelesaian pemidanaan restoratif 
akan melibatkan korban, keluarga dan 
pihak-pihak lain dalam menyelesaikan 
masalah. Disamping itu hal ini 
menuntut pelaku tindak pidana untuk 
bertanggung jawab memperbaiki 
kerugian yang ditimbulkan atas 
perbuatannya, dan penerapannya 
tidak gampang. Kalau hanya 
diterapkan di lingkungan Lapas, 
hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, 
model restoratif harus dimulai dari 
kepolisian, saat pertama kali perkara 
disidik.Di kejaksaan dan pengadilan 
pun demikian.Satu hal lagi yang sulit 
adalah memulihkan derita korban, 
baik fisik maupun psikis. 

Menurut Romli 
Atmasasmita,berkaitan dengan 
masalah kejahatan, 
maka kekerasan sering merupakan 
pelengkap dari bentuk kejahatan itu 
sendiri. Bahkan, dia telah membentuk 
suatu ciri tersendiri dalam 
khasanahtentang studi kejahatan. 
Semakin menggejala dan menyebar 
luas frekuensikejahatan yang diikuti 
dengan kekerasan dalam masyarakat, 
maka semakin tebal 
keyakinan masyarakat akan penting 
dan seriusnya kejahatan semacam ini. 

Dengan demikian, pada gilirannya 
model kejahatan ini telah membentuk 
persepsiyang khas di kalangan 
masyarakat.Tidaklah berbeda kiranya 
jika kita 
analogikan dengan perbuatan suap 
dari tingkat yang paling rendah 
sampaitingkat suap paling canggih. 

Berkaitan dengan kekerasan, yang 
kemudian dihubungkan dengan 
tingkah laku sebagaimana 
diapaparkan diatas adalah sangat 
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wajar apabila kekerasan  itu bisa 
timbul dalam kultur. Wolfgang dan 
Ferracuti menganggapnya sebagai 
teori subkultur kekerasan, yang pada 
intinya mengajarkan bahwa tiap 
penduduk yang terdiri atas kelompok 
etnik tertentu dan kelas-kelas tertentu 
memiliki sikap yang berbeda-beda 
tentang penggunaan kekerasan. Sikap 
yang mendukung penggunaan 
kekerasan diwujudkan ke dalam 
seperangkat norma yang sudah 
melembaga dalam kelompok tertentu 
dalam masyarakat. 

 
B.  Perkembangan Restorative 

Justice Berdasarkan UU NO. 
23/2004Tentang Penghapusan 
KDRT 

Sebelum lahirnya Undang-
Undang nomor 23 Tahun 2004, 
penyelesaian perkara kekerasan dalam 
rumah tangga lebih banyak 
menngunakan ketentuan lex generalis, 
misalnya penggunaan Pasal 351 ayat 
(1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Padahal 
secara teori, kekerasan rumah tangga 
tidak hanya berupa kekerasan fisik 
semata, teteapi juga kekerasan psikis, 
kekerasan seksual, dan kekerasan 
ekonomi.Sehingga dengan melihat 
pengaturan yang ada di dalam KUHP 
sebagai lex generalis, tidak dapat 
menyelesaikan permasalahan 
kekerasan psikis, kekerasan seksual 
dan kekerasan ekonomi.Undang-
Undang nomor 23 Tahun 2004 cukup 
memberikan pembatasan gerak bagi 
pelaku tindak kekerasan dalam rumah 
tangga. 

Undang-undang ini 
dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa 
kekerasan dalam rumah tangga 
merupakan pelanggaran hak asasi 
manusia dan kejahatan terhadap 
martabat kemanusiaan serta bentuk 

diskriminasi yang harus dihapus.UU 
ini juga tidak menutup mata terhadap 
sebagian besar kejadian yang 
menjadikan perempuan sebagai 
korban dalam kekerasan, sehingga 
sudah sepatutnyalah apabila negara 
dan/atau masyarakat memberikan 
perlindungan. 

Didalam penjelasan umumnya, 
UU ini menyampaikan bahwa 
pembaharuan hukum yang berpihak 
pada kelompok rentan atau 
tersubordinasi khususnya perempuan, 
menjadi sangat diperlukan 
sehubungan dengan banyaknya kasus 
kekerasan, terutama dalam rumah 
tangga.Dengan begitu, UU ini 
menganggap dirinya adalah suatu 
pembaharuan hukum dari KUHP 
yang khusus mengatur dalam lingkup 
rumah tangga. 

Alasan yang digunakan disini 
adalah kekerasan dalam rumah tangga 
itu mempunyai kekhasan dengan 
karakteristik sendiri sehingga perlu 
juga diatur secara khusus.Dengan 
demikian, setiap perbuatan yang 
dimaksudkan dalam batas lingkup 
rumah tangga dapat diselesaikan 
dengan menggunakan UU ini. 

 
C. Hambatan Dalam Penyelesaian 

Tindak Pidana Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga Berdasarkan 
Restorative Justice  

Kekerasan terhadap perempuan 
(KDRT) merupakan rintangan 
terhadap pembangunan karena 
kekerasan dapat menimbulkan akibat 
kumulatif yang tidak sederhana, 
seperti dapat mengurangi kepercayaan 
diri perempuan, menghambat 
kemampuan perempuan 
berpartisipasi, mengganggu kesehatan 
perempuan, mengurangi otonomi baik 
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dalam bidang ekonomi, politik, sosial, 
dan budaya. 

Indonesia sebagai negara yang 
telah meratifikasi beberapa konvensi 
Internasional tentang perempuan, 
seperti Anggota Konvensi CEDAW 
(Convention on the Elimination of All 
forms of Discrimination against women) 
atau Konvensi Tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Perempuan. 

Hal ini sejalan dengan ketentuan 
Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 
amandemen ke dua menyebutkan 
bahwa: ”Setiap orang berhak atas 
perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat dan harta benda 
yang dibawah kekuasaannya, serta 
berhak atas rasa aman dan 
perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak asasi”. 
Ketentuan dasar tersebut pada 
hakikatnya negara memberikan 
jaminanbagi perlindungan pribadi, 
keluarga dan masyarakat yang 
diwujudkan dengan pembangunan 
serta pembaharuan hukum yang 
sesuai, dengan demikian dalam 
pembaharuan hukum termasuk 
hukum pidana harus 
mempertimbangkan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. 

Perkembangan hukum publik 
khususnya hukum pidana, 
sebagaimana diutarakan oleh E.Y. 
Kanter dan S.R. Sianturi, dipandang 
sebagai suatu tindakan merusak atau 
merugikan kepentingan orang lain 
dan disusuli suatu pembalasan. 
Pembalasan ini umumnya tidak hanya 
merupakan kewajiban dari seseorang 
yang dirugikan atau terkena tindakan, 
melainkan meluas menjadi kewajiban 
dari seluruh keluarga, famili dan 

bahkan beberapa hal menjadi 
kewajiban dari masyarakat. 

Dalam menerapkan 
ataumengimplementasikan konsep 
keadilanrestorative penyidik Polisi 
acap kalimengalami keragu-raguan 
dalammengambil keputusannya pada 
prosespenyidikan, terutama 
apabilapelaku/keluarganya 
dankorban/keluarganya maupun 
masyarakatternyata menginginkan 
perdamaiandalam penyelesaian kasus 
atauperkaranya. Hal ini disebabkan 
karenatidak adanya aturan ataupun 
payung hukum maupun 
prosedur/mekanismeformal untuk 
mengakomodir haltersebut sehingga 
situasi ini menjadihal yang dilematis 
bagi penyidik Polridi lapangan yang 
berdasarkan padafaktor- faktor: 

1. Kekhawatiran atau 
ketakutanpenyidik akan 
dipersalahkan olehpimpinan atau 
atasan dandipermasalahkan pada 
pengawasandan pemeriksaan oleh 
institusipengawas dan pemeriksa 
internalPolisi yang 
menggunakanparameter formal 
prosedural. 

2. Tidak adanya payung hukum 
yangmengatur dan menjadi 
landasanlegitimasi dalam 
mengambilkeputusan pada proses 
penyidikanapakah berdasarkan 
konsepRestorative Justice atau 
konseppendekatan lain yang 
bersesuaiandengan aliran 
SociologicalJurisprudence. 

3. Tidak adanya prosedur 
ataumekanisme yang formal 
procedural untuk 
mengimplementasikannya.Selain 
hambatan di atas, adabeberapa 
hambatan-hambatan teknisyang 
dialami penyidik dalampenerapan 
prinsip restorative justice terhadap 
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tindak pidana kekerasandalam rumah 
tangga adalah sebagai berikut:  

1. Pihak yang menjadi 
korban tindakkekerasan 
sulit untuk 
diajakbermusyawarah 
untuk mencapaimufakat 
dan sulit 
untukberkompromi.Hal 
ini karena masihadanya 
dendam yang 
sulitdimaafkan atau 
dengan kata lainkorban 
terlanjur sakit hati 
denganpelaku tindak 
pidana. Korban 
lebihmenghendaki agar 
pelaku dihukumsesuai 
atas perbuatan yang 
telahdilakukannya.Hal ini 
dimaksudkanagar pelaku 
jera dan tidakmengulangi 
kesalahannya 
lagi.Kemudian rata-rata 
korban tidakpercaya 
bahwa dengan 
jalanperdamaian atau 
mediasi dapatmenjamin 
pelaku tidak 
akanmengulangi 
perbuatannya 
lagi.Sehingga korban 
beranggapanbahwa 
pelaku harus 
dihukumpenjara agar 
menimbulkan efekjera 
bagi diri pelaku. 

2. Kendalanya pada saat 
mengundangpihak korban 
dan keluarganya 
yangmana pada saat itu 
masih belumterima 
dengan adanya 
tindakpidana yang 
dilakukan oleh pelaku. 

3. Menentukan waktu yang 
tepatuntuk membicarakan 
perdamaiandan bisa 
dihadiri oleh kedua 
belahpihak baik korban 
ataupun pelakumaupun 
keluarganya. 

4. Adanya permintaan 

sejumlah uangatau materi 

lainya dari korban 

ataukelarganya kepada 

pelaku. 

5. Hambatan lain juga 

datang daripelakunya 

sendiri, dimana 

pelakumerasa lebih baik 

dihukum dandimasukkan 

ke penjara 

daripadaharusberdamai 

dengan korban. 

SIMPULAN 

1. Penyelesaian tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga 
berdasarkan restorative justice 
oleh kepolisian yaitu: bahwa 
penerapan model Restorative 
Justice terhadap Kasus tindak 
pidana kekerasan dalam rumah 
tangga sudah menggambarkan 
adanya penerapan model 
Restorative Justice yakni dalam 
bentuk pelaksanaan Alternative 
Dispute Resolution (ADR) 
dalam menangani tindak 
pidana KDRT, dimana ADR ini 
merupakan perwujudan dan 
pengimplementasian dari 
model Restorative Justice. 

2. Hambatan dalam penyelesaian 
tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga berdasarkan 
restorative justice oleh 
kepolisian sektor Kandis, yaitu: 
dimana pihak yang menjadi 
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korban tindak kekerasan sulit 
untuk diajak bermusyawarah 
untuk mencapai mufakat dan 
sulit untuk berkompromi. Dan 
juga pelaku merasa lebih baik 
dihukum dan dimasukkan ke 
penjara dari pada mesti 
berdamai dengan korban. 

3. Upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi hambatan dalam 
penyelesaian tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga 
berdasarkan restorative justice 
oleh kepolisian yaitu: hal-hal 
yang perlu dilakukan dalam 
mengatasi hambatan dalam 
penyelesaian tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga 
berdasarkan restorative justice. 
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